PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 26 TAHUN 2006
TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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BUPATI SINTANG,

bahwa dalam upaya Pemerintah Kabupaten Sintang menyikapi
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian secara global
yang mendukung pembangunan di segala bidang dengan
menumbuhkembangkan peluang berusaha dan berinvestasi
bagi masyarakat, Badan Usaha dan Badan Usaha Milik
Pemerintah sehingga tercapai tujuan pembangunan secara
menyeluruh dan berkesinambungan, khususnya di bidang
Pertambangan Daerah;

bahwa berdasarkan kepada kewenangan yang ada dan
sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potersial
untuk menambah sumber pendapatan Asli Daerah guna
membiayai belanja Pembangunan dan Pemerintahan yang
bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dapat
dikenakan Pajak Daerah;

bahwa sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan
perekenomian secara global khususnya di bidang
pertambangan, sehingga terhadap kebijakan yang telah ada di
bidang pertambangan Daerah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sintang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C dipandang sudah tidak relevan dan periu
dilakukan penyempurnaan serta penyesuaian dengan
ketentuan  ketentuan dan perkembangan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Peraturan
Daerah dimaksud akan dicabut atau tidak berlaku lagi;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b,
cdan d diatas dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 283);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negarc Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang tentang Pajak
Dacrah Dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor.2sia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

12. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang I>emerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lemabaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4154);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dzerah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pombinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 165),

21. Peraturan ...



21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ‘lingkat Il Sintang
Nomor 06 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 1998 Nomor 2 Seri D Nomor 02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2000 Nomor 20n Seri D Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor & Tahur. 2002
tentang Izin Usaha Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 19 Seri E Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).

Dengan Persetujuan Besama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN
GOLONGANC

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

2

Daerah adalah Kabupaten Sintang.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sintang.

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
Kantor adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Sintang.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten
Sintang.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah.

13adan adalah orang atau badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Parseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi
yang sejenis lembaga, bantuk/usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
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Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih segala macam
batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan andapan-endapan alam.

Pertambangan Daerah adalah kegiatan pertambangan yang terdiri dari
panyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/penerimaan pengangkutan
dan penjualan serta segala fasilitas penunjang di wilayah Kabupaten Sintang.

Pertambangan Rakyat adalah suailu usaha pertambangan dan semua golongan ¢
yang semua atau sebagian pertambangan dilakukan olch rakyat setempet secara
kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama dengan alat-alat
sederhana untuk pencarian sendiri.

Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologis umum atau geofisika di
daratan, air dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta
geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada
umumnya.

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan
bahan galian dan memanfaatkannya.

Pengangkutan adalah segala kegiatan memindahkan bahan galian dari tempat
eksploitasi atau pengelolaan/pemurnian.

Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau
pengelolaan/pemurnian.

Reklamasi adalah kegiatan yang berlujuazn memperbaiki atau rmenata kembali
kegunaan bahan yang terganggu scbagai akibat kegislan usaha perlambangan
umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang selanjutnya disebut Pajak
adalah pungutan daerah atas pengambilan bahan galian golongan C.

Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pajak Daerah selanjutnya disebul pzjak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan ’eraturan Perundang-undangan yang berlaku
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangunan Daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
daerah.

Wiaijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  porpajakan  Daerah  diwajibkan  untuk  melakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pungutan atau pemotongan pajak
tertentu.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin
atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
masa pajak dalam tahun pajak menurut Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan Daerah.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data dan
subjek pajak atau Retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak dan Retribusi kepada wajib pajak atau wajib
retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTDP adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan ~tau
pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objck pajak, dan atau harta dan
kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undanagn Perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang mencntukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

BAB Il
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak atas
kegiatan eksploitasi.

Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi
Batu asbes;

Batu Tulis,;

Batu setengah permata
Batu kapur

Batu apung

Batu permata

Bentonit

Delonit

Feldspan

Garam batu (halife)
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Grafit

Granit

Gips

Kalsips

Kaolin

Leusit

Magnesit

Mika

Marmer

Nitrat

Opsidient

Oker

Pasir dan kerikil
Pasir kuarsa
Perlit

Pospat

Talk

Tanah serap (fullers earth)

BENSXESETPILDOIITF
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ac. Tanah Diatone
ad. Tanah Liat

ae. Tawas (alum)
af. Tras

ag. yarosif

ah. Zeolit

Pasal 3

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi bahan galian
golongan C yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Waijib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan eksploitasi bahan
galian golongan C.

BAB lll
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis bahan galian golongan C.

Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh
Kepala Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari harga standar.

(2) Untuk ...



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

(1) Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 4
Peraturan Daerah ini.

BAB V
MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8
Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian
golongan C.
Pasal 9
(1) Setiap waijib pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh waijib pajak atau kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan kepada
Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 10

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila ...
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Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) lidak atau kurang
bayar setelah lewat waklu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD dilerima,
dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan ditegih dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 11
Waijib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan unluk menghitung dan menetapkan

pajak sendiri yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat tertanggungnya pajak, Kepala
Daerah dapat menerbitkan

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT
c. SKPDN.

SKPDK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lara 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b.  Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sobesar 2 % (dua Persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atzu
terlambat dibayar untuk jangka waklu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi yang terutang dihitung
secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 25 %
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebularn dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKB I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila
ditomukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf ¢ Pasal ini diterbitkan apabila
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf & dan b Masal ini atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waklu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi 2% (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak
dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD. ’
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Apabila pembayaran pajak dilakukan dilempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu
yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
dilakukan dengan menggunakan SKPD.

Pasal 13

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pajak sebagairnana dimaksud ayzt (1) Pasal ini harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persctujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Pesyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat
(3) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan
Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo

pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan
atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 16
Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran/peringatan atau surat lain yang

sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar dengan surat paksa.

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis.

Dacal



Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah
melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajakn:'a,
satelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan
panyitaan, pzjabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, jam dan tempat pelaksanaan lelang,
juru sita memberitahukan dengan surat secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis, formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :

a. membetulkan SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan terhadapt
penerapan Peraturan Perundang-undangan.

b. mombatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan
kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan
karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembentukan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, dan STIPD scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT
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(2)

(2)

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diterima, sesudah harus memberikan
keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pembectulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau penguranganan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

Waijib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;

e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
sejak langgal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh
wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (2) ?asal ini diterima sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini, Kepala Daerah atau PPgjabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keberatan.

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini
dikabulkan sebagian atau selurutinya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

BAB ...



BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangnya

a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran  pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) [Pasal ini harus memberi keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala
Dacrah atau Pejabat tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu hutang pajak yana dimaksud.

Pengembalian kelebihan pernbayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat
momberikan imbalan harga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hqtgng pajak lainnya
sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah ini, per_nbayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berla'u

sebagai bukti.

(1)

BAB Xl
KADALUARSA

Pasal 28
Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib
pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluarsa ...



(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh
apabila :
a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tdak
langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidek benar,
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidena dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jurmlah pajak
yang terutang.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap alau melampirkan ketcrangan yang tidek
benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak yang terutang.

(3) Bagi setiap orang atau badan hukum atau subjek hukum yang melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik yang dengan sengaja atau
dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Dacrah, dikenakan
denda tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukurn, seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
A, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
barkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jeles;

b. meneliti, mencari dan mengurnpulkan kelerangan mengenial orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
meminta keterangan dan bahan  bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

o
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d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen  lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah,

g. menyuruh berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf c;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah, menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Polisi Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sintang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak
Pongambilan  dan  Pengolahan  Bahan  Galian Golongan C beserta ketentuan
palaksanaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah lingkat Il Sintang Nomor 359
ahun 1998 tentang Petnjuk Pelaksanaan Peraturan Dagrah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Sintang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan PPengolahan B=han
Galian Golongan C atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama atau
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal ...



Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 November 2006
BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 4 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
TTD
ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006 NOMOR 27

Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

< .

4 r
PENATA TINGKAT I
NIP. 520013292



